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Semua barang impor wajib dikenakan pajak berupa Bea Masuk dan pungutan lainnya dalam rangka impor
yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nilai pabean merupakan dasar
perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor. Sistem penetapan nilai pabean terdiri dari enam
metode (Metode |, Metode |1, Metode |11, Metode IV, Metode V, dan Metode V1) yang digunakan secara
hierarki. Penetapan nilai pabean sering menimbulkan sengketa antara wajib pajak (importir) dengan Pejabat
Bea dan Cukai yang disebabkan perbedaan penafsiran dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
Banyaknya sengketa pabean dapat merugikan semua pihak, baik wajib pajak, masyarakat maupun
pemerintah. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan telah menyediakan mekanisme penyel esaian sengketa. Wajib pajak yang merasa
dirugikan atas penetapan tarif, nilai pabean ataupun sanksi administrasi dapat mengajukan keberatan kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Apabilawajib pajak masih belum menerima putusan atas keberatan maka
wajib pajak dapat menempuh upaya banding hanya ke Pengadilan Pajak. K etentuan mengenai Banding
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak
merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehinggatidak dapat digjukan upaya
hukum kasasi. Apabila ada pihak yang bersengketa tetap tidak puas dengan putusan banding, maka upaya
yang dapat ditempuh adalah upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan
terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang bersengketa.
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